
Meng1ngot . 1 Undang-undangNomor13Tahun 11l50tentang 
Pembenlukan Oaerah-daerah Ka.bupaten 
dalom Lingkungan Propins1 Jawa Tengah; 

2. Undew1g-und3ng Nomor 1 O Tahun 2004 tantang 
Pembentukan Peraturan Perundang· 
undangan (Lembaran Negara Republ1k 
Indonesia Tahun 2004 NomOI 53 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389), 

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN OESA 

TENTANG 

a. bahwa datam rangka untuk mambantu dan 
milla Pernerintah Oesa dalam memberdaya· 
kan masyarakal perlu dibentuk lembaga 
kemasyarakatan, 

b. bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang 
Cesa, perlu menelapkan Peraturan 
Daerah Tentang Pembcntukan Lcmbaga 
t<emasyarakatin Della; 

Menimbang 
PERATURAN OAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 19 TAHUN 2006 

BUPATI BANYUMAS 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEMBENTUKANLEMBAGAKEMASYARAKATANDESA LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI E 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATI:N BANYUMAS 
NOMOR 19 TAHUN 2006 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2006 NOMOR 11 SERIE 
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Delam Peraturan Daerah lni yang dlmaksud dengan. 
1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 
2. Pemerntah Oaerah adalah Bupatl dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah 
3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukumyang memlllkl batas­ 

batas wilayah yang berwenang untuk rnengaturdan mengurus 
kepentlngan masyarakat setempat yang dlakUI dan dihormati 
dalam Sistem Peme1intahan Negara Kesatuan Republlk 
Indonesia. 

5. Pemerintahan Cesa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerlntahan oleh Pemerlntah Oesa dan Baden 
Permusyewaretan Desa dalam mengatur dan mengurus 

Paul 1 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA 
KEMASYARAt<ATAN DESA 

MEMUTUSKAN : 

Dengan PersetuJuan bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 
<Ian 

BUPATI BANYUMAS 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas­ 
an Penyetenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lerrt>aran Negara Repubfik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593). 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahl.Wl 2004 Nomor 125, 
Tambanan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubatl dengan Peraturan Pemerintah 
Penggantl Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nom°' 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 38 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4-493}, 
yang tslah ditetapkan menjadi Undang-undang 
dengan Undang-undang Nomor a Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4548); 

4 Undang-undang Nomor 33 Tatiun 2004 tentang 
Perlmbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dengan Pemerintanan Oaerah 
(Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4438); 

5. Poraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerlntah dan 
Kewenangan Propinsl Sebagai Daerah 
Otonom (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 NOl110f" 54, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3952); 

6 Peraturan Pemerin!llh Nornor 72 Tahun 2005 
tentang Oesa (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
4587); 
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(1) Maksud dlbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah: 
(1) Oalamupaya pemberdayaan Masyarakat DesadiOesadapat 

dlbentuk Lembaga KelTIQsyaraklllan Desa ;itas prok:lrsa 
masyarakat sesuaJ kebutuhan 

Pasal 2 
Pasal 3 

BAB Ill 
PEMBENTUKAN BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Sebagai upaya pemeliharaan clan pelestarian r.ilai-nilai 
keh1dupan masyar;kat yang berasaskan kegotong­ 
roYongan dan kekeluargaan: 

b Sebagai upaya untuk men1ngkatkan kelancaran 
pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan. dan 
kemasyarakatan; 

c. Sebagai upaya untuk menggalakkan partis pa5l seluruh 
potensi swadaya m:isyarakat yang dapat melibatkan 
seluruh komponen yang ada dalam usaha rnenyejahtera­ 
ken mesyereket; 

d Sebagal upaya dalam rangka perencanaan, 
pelaksanaan. dan pengendatian pembangunan yang 
bertumpu pada masyarakat. 

(2) Tujuan dibentulrnya Lerrbaga Kemasyarakalan Desa adalah 
u,tuk mempcrcepat torwujudnye kesejahteraan mosyerakat 
melalul · 
a Pen1ngketan pelayanan masyarakat; 
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan. 
c Pengembangan kemitraan; 
d. Pemberdayaan masyarakat: clan 
a. Pangambangan keglatan laln sesual dangan kebutuhan 

dan kondisl masyarakal. 

' 

kepentingan masyarakal setempa1 berdasarxan asal usul dan 
adat istiadat setempat yang diakul dan dihormati dalam Sistem 
Pemerlntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sebagal unsur penyelenggara pemerintahan des a. 

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya dlsebvt BPD 
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi 
dolam ponyelenggareen pemerintahan desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan des a. 

8. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh BPD 
bersama-sama dengan Kepala Desa. 

9. Lembaga Kernasyarekatan adalah lembage yang dibentuk 
oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan rmtra 
pemerintah deea dalom membcrdayakan masyarakat. 

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya 
dlslngl<at LPMD adalah wadah yang dibontuk etas prakersa 
ma$yarakat sebagal milra Pemerlntah Desa datam 
menampung dan mewUJUdkan asplrasi dan kebutuhan 
mesyeraket di bidang pembangunan. 

11 Rukun Tetangga yang selanJutnva dlsebut RT adalah lembaga 
yang dlbontuk melalul musyewarah ma$yarakat eetempat 
dalam rangka pelayanan pemerlntahan clan l<emasyarakat;n 
yangdltetapkan oleh Deso. 

12. Rukun Warga yang selanjutnya dlsebur RW adalah lembaga 
yang dlbenl\l< melalul musyawarah pengurus RT di wilayah 
kerjanya yang dltatapkan oleh Desa. 
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(1) Lembaga Kemasyarakaran Desa berleedudukan sebaga, 
mitra Pemerintah Deaa dalam aspek perencanaan. 
pelaksanaan dan pengendallan pembangunan yang 
bertumpu pada masyarakat. 

(2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Oesa &ebaga1mana 
dimaksud dalam ayat (1) adalah membantu Pemerintah Cesa 
datam rangka: 
a. menyusun rsncana pembangunan yang partislpatif: 
b. molaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan. 

meme lhara dan mengembangkan pembangu.,an 
secera part1sipatif. 

c menggerakkan dan mengembangkan participas,. 
gotong royong dan swadaya masyarakat , 

d menumbuhkembangkan kondl6i dinamis mosyorakat 
dalam rangka pemberdayaan masyarakar 

(3) Unluk melaksanakan tugos sebogoimene de[em eyet (2) 
lerrtiaga KemclSyarakatan Desa mempunyal lungs! 
a penompungan den penyeluran asp1rasi masyarakat 

oatam pembangunan, 
b. penanaman dan pemupukan rasa l)i!r~atuan dan 

kesatuan masyarakat dalam rangka rncmpcr-<okoh 
Negara Kesatuan Republ1k lndonesta: 

c. penmgkoton kualrtas dan percepatan pelayanan 
~menntah kepada masyarakat, 

d penyusunen rencena, pelaksanallll, pelestarian. dan 
pengembangan haslt-hasll pembangunan seeara 
partlsipatif; 

Pnal 6 

BAB V 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

6 

) 

(1) Rukun Tctangga sebagelmena dimeksud dalem Pa5al 4 
d1bentukdengan ketentuan paling sedfkrtterdiridari 30 Kepala 
Keluarga dan J)Allng banyak terdlrl dart 50 Kepala Keluarga 
untukDesa. 

(2) Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dlbentuk dengon ketentuan paling scdiklt tordiri dari 3 RT dan 
paling banyak 1 ORT. 

(3) Mekanlsme Pembentukan pengurus lembaga kemasyarak.at­ 
an desa sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3 melalul 
musyawareh darl anggota masyanikat yang mempunyal 
kemaurm, kemampuan dan kepeduH:in dalam pcmberdoyaan 
masyarakat. 

(4) Mekanlsme perrtientukan pengurus PKK sebagaimana 
dimaksud Pasal 4 diatur tersendiri sesuai ketentuan yang 
berloku. 

Pasal5 

Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 terdirl darl RT, ~. Karang Taruna, PKK. LPMD atau 
lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesual dengan kebuluhan 

Paul 4 

BAB IV 
NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN 

(2) Pembentukan Lerrbaga Kemasyarakatan Desa sebagarnana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
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(1) Pcngurus lcmbago komesyarakatan dipilit- secara 
m1isyawarah darl anggota masyar.al<at yang mempunya1 
kcmauan, kemampuan dan kepedulian dalam 
pemberoayaan masyarak.ll 

(2) Untuk menjad1 Penguru$ Lembaga Kemasyarakolan Dess 
adalah penduduk Desa setempat yang telah berdon11sll1 
sekureng-kurangnye 1 (elu) lahun berturut-turuL )lang 
memenuhl syarat-syarat sebagas berikut: 

PNal9 

8-glan Kedua 
Kepongurusan 

Susunan organisasl Lembaga Kemasyarakatan Desa secara 
umum terdiri dari: 
a. Ketua; 
b. Selcretans: 
c. Ben:satiara; 
d. Selcs1 seksi sesuai dengan kebutuhan 

Paa.all 

Batlan Peruma 
Susunan Organillui 

BABVI 
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN 

a pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT aiau sebulan 
lain di wilayahnya, 

b pelakeanaan dalam menje1Ttbatani hubungan anlara RT 
dan an1armasyaraka1 dengan Pemerinlah. 

8 

(1) RT dan RW berl<edudukan sebagai mltra Pemerintah Oesa 
dalam aspek pelayanan, pemblnaan masyarakat dan 
pelaksana pembangunan. 

(2) RTmempunyailugas . 
a. mombantu monjalankan tugas pelayanan kepada 

masyarakatyang menjadltanggung Jawab Pemerintah; 
b. memelihara kerukunan hid up warga; 
c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan 

dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murnl 
masyarakal 

(3) Untul<. melaksanakan tugasnya sebagalmana dl'llaksud 
dalomayat(2), RTmempunyai fungsl : 
a. Pengkoordlnaslan antarwarga, 
b. Potoksanaan dalam monjcmbatane hubungan entare 

sesama anggota masyarakat dengan pemenntah; 
c. Penangenan masalah·masalah kemasyarakatan yang 

d1hadap1warga 
(4) RW mempunyai tugas 

a. menggerokkon swad.iya gotong-royong dan PQrtisipasi 
masyarakatdi wiay.i hny.i 

b. membantu kelenceren tuga:s peleksanaan LKMD atau 
sebutan lalndalambldang pembangunandldesa 

(5) Untuk melaksanakan tugasnya sebageimana dimaksud 
dalam ayat(4), RWmempunya1 fungsl : 

Pasal 7 

e penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, 
partisipasl serta swadaya gotong royong masyarakat; 

f. pemberdayaan dan peningkatan keseJah1eraan 
kefuarga; dan 

g. pemberdayaan hate polllk masyarakat. 
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(1) Lembaga Kemosyarakatan Deso berhak mendapatltan 
pemblnaan darl Pemerlntah, Pemerlntah Provins!, 
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah De58. 

(2) Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT dan RW berl<ewajiban: 
a mempertahankan dan merne~hara keutuhan Negara 

Kesaluan Repub6k Indonesia; 
b men~lkon Pancosilo dan Unoong-undang dasar 

1945; 
c, mentaati segala Peraturan Perundang-un<langan yang 

bertaku; 
d menlngkatkan keseJahteraan masyarakat setempai; 
e. memperhallkan dan menyalurkan aspirast masyarakal 

setempat 

Final 12 

BABVII 
HAK DAN KEWAJIBAN 

(1) Hubungan tembaga kemasyarakatan de$a dengan 
Pemerintah Oesa dalarn bentuk kerja sama menggerakkan 
swadaya gotong ,oyong masyaraket dalam perencenaan 
~mbangunan partJsipatif dan berkelanjutan. 

(2) Hubungan antar lembaga kernasyarakatan desa bersifat 
kemltraan, konsultatlfdan koordlnatif. 

Pasal 11 

Baglan Kedua 
Hubungan Ketja 

IO 

(1) Ketua Lembaga Kema$yarakaian Desa sebagal Pimpinan 
dan Penanggung Jawab Oroanlsasi bertugas memlmpln dan 
mengendallkan serooa keglatan organlsasl. 

(2) Sekrelarls berlugas membantu Ketua clalam 
monyolonggarakan odministrasl dan peloyonon untuk 
kelancaran keglatan organlsasl. 

(3) Bendahara bertugas membantu Ketua dalam 
menyelenggarakan admiilstrasl keuangan untul< menunjang 
kegiatan organisasl. 

(4) Seksl·seksl bertugos membantu Ketua dalam melaksanal<an 
keglatan organisasi sesuai dengan bi<lang tugasnya maslng­ 
masing. 

Paul 10 

Baglln Pertama 
Tata t<eqa 

BAB VII 
TATA KERJA CAN HUBUNGAN KER.IA 

I 
I 

a. bertaqwa kepada Ti.nan Yang Maha Esa; 
b. setia dan taat kepada Pancaslla dan Undang-undang 

Dassr1945; 
c. sehatjasmani dan rohant 
d. ber1<elal<uan balk,Jujurdan acfi~ 
e. syarat syarat lain yang ditentukan Desa yang 

bersangkutan. 
(3) Hasll musyawarah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 
(4) Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakalan Desa 

adaleh 5(1ima) tahun dan dapat di!)ilih kembali. 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN 8ANYUMAS NOMOR 11 
SERIE 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
ne. 

S!NGGIH W!RANJO, SH M.Hum 
NIP 500 086 384 

Drundangkan di Purwokerto 
P11da tanggal 29 Des 2006 (1) Pado seat berlakunya Peraturan Daerah ini. Lembaga 

Kemasyarokaton DcBO yang ede tetap meleksanakan tugas 
sampar dengan drbentuknya Lembaga Kemasyarakaton yang 
baru berdasarl<an Peraturan Oaerah ini. 

(2) Dalam Jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah 
di111tapk;:mnya Peraturan Daerah Int, maka desa harus sudah 
rneoetaokan Peraturan De:;a tentang lembaga Kemasyarakar­ 
an Desa. 

Ditetapkandi Purwokerto 
pada tanggal 29 Des2006 
BUPATI BANYUMAS. 

Ttd 
ARISSETIONO Paaal 14 

BAB )( 
KETENTUAN PERALIHAN 

Peraturan Oaerah inimulaiberlaku pacla tanggaldiundangkan 
Agar seuap orang mengetahuinya, memerintahken 

pongundangan Pereturan Oaerah inl dengan penempatannya 
dalam Lernbaran Oaerah Kabupaten Banyumas 

Pasal 115 

Pada saat Peraturan Daerah lni m.ilal bertaku, maka Peraturan 
Oaerah Kabupatan Banyumas Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Lembaga Kcmasyerakatan Oesa Lembaran Oaerah Kabupaten 
Banyumas Tahun 2003 Nomor 7 Seri 0), dlcabut dan dinyatakan 
tidak berlaku lag 

Dana kegiatan Jerrt>aga kemasyarakatan desa dapat bers11T1ber 
dart: 
a. swaclaya Masyarakat; 
b. anggaranPenCfapatandan Belanja Oesa; 
c. anggaran Pendapatan don Belanja Dacrah; 
d. bantuan Pemerintah. Pemerintah Provlnsi clan Pemerintah 

Kabupaten; 
e. sumber dana lalnnyo yang sati dan tidak mengikal 

Pllaal 13 

BABXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasat15 

BABIX 
SUMBER DANA 
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CukupJelas. 
CukupJelas. 
Cukup.Jelas. 
CukupJelas. 
Yang dimal<sud pengembangan 
kemllraan adalah mengembangklln 
ke~a,ama yang soling mengunlung 
kan, sa&ng percaya dan sallng 
menglsl 
CukupJelas 
CukupJelas. 
L.embaga Kemasyarakatlln dalam 
ketentuan inl misalnya Rukun 
Tetangga, Ruto..i Warga, Pember­ 
dayaon Kcsejahteraan Keluarga, 
KarangTaruna 
Yang d1mak3ud 'dapat dilentuk" 
adalah dldasarkan ataa per­ 
llmbangan bahwa kehedlran 
lembaga tersebut sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat. 
maksud dan tuJuannya j411as, bldang 
kegiatannya tidak tumpang tindih 
dengan lembaga yang sudah ada. 

14 

Pasal2Ayal (2) hurufd . 
Pasal2Ayat (2) hurufe : 
Pa~al3Ayal(1) 

Berd11s11rkan ketentuan Pasal 105 Peratur11n Pernerintah 
Nomor 72 Tahun 2006 tentang Desa, disebutkan bahwa 
"Peraturan D!IE!rah tentang Desa yang bertentangan atau tidak 
sesuai. d1ganli atau diubah paling lama 1 (s;:itu) tatui sejak 
d1tetapkan Peraturan Pcmcrintah ini • 

Bahwa salah satu Peraluran Daerah Kabupaten Banyumos 
yang mengatur mengenai dasa yang perlu dladakan 
penyesuotcn atau penyempurnean dengan Pe-aturan 
Pemer1'1tah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Deso odoleh 
Peraturan Daerah Kabupalen R,myumas Nomor 18 Tahun 
2003 tcntong Pcmbentuken Lembaga Kemasyarakalan Desd. 

Bahwa Peraturan Daerah in, merupakan penyesLJ;Okin den 
peny1:mµurnaan yang disesualkan dengan Peraturan 
Pemcrintah Nomor72 Tahun2005tentang Desa 

Peraturan Daerah ini memual matori otou bab yang 
berkaltan cJttngan Kelentuan Umum, Tata Cara Pembentukan, 
Name Lembega Kemasyarakatan, MaJ..sud dan Tujuan, T11oas 
dan Fungsl, Hak dan Kewajib.:ln, Susunan Organ1sasi dan 
KapP.ngurusan. Tata Ke~a. Hubungan Ke~a. Sumber Dana, 
Ketentuan Pen11ihan dan Penutup. 

Pasal 1 
Pasal2Ayat(1) 
Pasal 2Ayat(2) huruf a : 
Pesel 2Ayet(2) hurufb : 
Pasal2Ayat(2)hurufc : 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
I. PENJELASAN UMUM 

Peraturan Oaerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang 
Pembentukan Lemba9a Kemasyarakatan Desa merupalcan 
pedoman bagi Pemenntah Desa dalam menetapkan Peraturan 
Desa tenteng Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa yang 
perlu dlbentuk di maslng-masing desa. 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 19 TAHUN 2006 

TENTANG 
LENBAGA KEMASYARAKATAN DESA 
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Yang dlmaksud dengan 
menggerakkan dan mengem­ 
bangkan pattisipasi, gotong royong 
dao swadaya masyarakat aclalah 
penumbuhkembangan dan 
penggerakan prakarsa, partisipasi 
serta s-wadaya gotong royong 
masyaraka! yang dilakukan oleh 
Kader Pemberdayaan Masyarakat 
atau sebutan lain 
Yang dlmaksud dengan 
menumbuhkembangkan kondisi 
dinamis adalah untuk mempercepat 
terwujudnya kemandirian 
maayarakat. 
CukupJefas 
Cukup Jelas. 
Untuk Ketua, Sekrctaris den 
Bendahara dlbantu oleh seorang 
wakil. 
Seks1-seksi LKl'JID, misalnya 
• Seksl Pembangunan; 
• Seksl Pemuda dan Olah Raga, 
• SekaiSosi:11 Budaya; 
• SekslA,gamadanPendld1kan; 
• Seksl Koperasi dan EkonomJ 

dan lain-lain seauai dengan 
kebutuhan. 

](I 

Pasal8hurufd 

Pasal6Ayat(3) 
Pasal7 
Pasal 8 hurut a,b dan c 

Pasal6Ayat(2}hurufd : 

Pasal 6Ayat(2) tuuf c CukupJelas. 
DI tlngl<at desa perlu dlbentuk LPMD 
yang berfungsi den bertugas di 
bidang perencanaan, pelaksanaan 
dan pengendalian pembangunan, 
terutama pembangunan yang 
dlblayal darl Pemerlntah dan 
swadaya masyarakat. 
CukupJelas. 
CukupJelas 
Yang dimaksud dengan menyusun 
rcncana pembangunan socera 
partisipatif adalah proses 
perencanaan pembangunan yang 
melibatken berbegal un sur 
masyarakat tarutarna kelompok 
masyarakal mlskin dan pererrouan 
Yang dimeksud dengan 
melaks.inakan, mengendahkan, 
memanfaatkan. memellhara dan 
mcngcmbangkan pcmbangunan 
secara partisipallf adalah dengan 
mellbalkan masyarakat secara 
demokratis, terbuka dan 
bertanggung1awab untuk 
memperoleh manfaat yang 
mi,ksimal bagi masyarakal sene 
terselenggaranya pembangunan 
berkelanjutan 

Pasal 6Ayet(2) huruf b : 

Pa$3l6Ayat(1) s/d (-4) : 
Pasal6Ayat(1) 
Pasal6Ayal(2) hurur a . 

Pasal 3Ayat (2) 
Pasal4 
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Yang dmaksud dengan memp..anyai 
kemauan adalah minat dan sikap 
seseorang untuk melakukan 
sesuatu kegiatan dengan 
sukarela. 
Yang dimaksud dengan 
kemampuan adaloh kesadaran atau 
keyakinan pada dirinya bahwa dia 
mempunyai kemampuan, blsa 
berupa pikiran, tenaga/waktu atau 
sarana dan material lainnya. 
Yang dlmaksud dengan kepedullan 
adalah sikap atau perilaku 
seseorang terhadap hal-hal yang 
bersifat khusus. pribadi dan 
strategls dengan ciri keterkaitan, 
keinginan dan aksl untuk melakukan 
sesuatu kegiatan. 
CukupJelas. 
CukupJelas. 
Cukup Jelas. 
Pemeriltah, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten dan 
Pemerintah Cesa wajlb 
memfasllltasl pembentukan sampal 
dengan penyerahan serta 
operasionalnya. 
CukupJelas. 
Cukup Jelas. 
CukupJelas. 
Cukup Jelas. 
CukupJelas. 

Pasal 12 Ayai (2) 
Pasal 13 
Pasal 14 
Pasal 15 
Pasal16 

Pasal 9 Ayat(2) std (4). 
Paaal10 
Pasal 11 
Pasal 12 Ayat (1) 

Passi 9 Ayat (1) 


